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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)
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Laporan Keuangan Harus Berbasis Akrual

PALU,MERCUSUAR -
Asisten 111 Administrasi
Umum Pemkot Palu, Baso
menuturkan terhitung
tahun Anggaran 2015,
seluruh satuan perangkat
Kerja daerah (SKPD) harus
melaksanakan pengelolaan
keuangan berbasis Akrual.

Hal tersebut
dikatakannya dihadapan
seluruh lurah dan staf
kelurahan se Kota Palu, saat
mewakili penjabat Walikota
Palu Hidayat Lamakarate
dalam kegiatan sosialisasi
Kebijakan Akutansi
Pemerintah dan Sistem
Akutansi Pemerintah ,
Senin 21/12/2015).

Peserta sosialisasi ini
terdiri dari kepala SKPD
dan bendahara pengeluaran
SKPD, serta para lurah
dan camat se Kota Palu.
“Pentingnya mengikuti
sosialisasi ini, berdasarkan
amanatyang tertuang dalam
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis

(91/19/2015) FOTO: ANDI BESSE/MS

PESERTA sosialisasi Kebijakan Akutansi Pemerintah dan Sistem Akutansi Pemerintah Daerah, Senin

Akrual pada Pemerintah
Daerah,” jelasnya.

Ta menjelaskan,
penyampaian laporar
kcuangan harus terdiri

dari laporan realisasi
anggaran (LRA), laporan
operasional (LO), laporan
perubahan ekuitas (LPE),
neraca sedangkan terakhir
adalah catatan atas laporan
keuangan (CALK),” urai
Baso. la menerangkan,
definisi basis akrual adalah
suatu basis akuntansi
dimana transaksi ekonomi
atau peristiwa akuntansi
diakui, dicatat dan disajikan
dalam laporan keuangan
pada saat terjadinya
transaksi tersebut, tanpa
memperhatikan waktu kas
diterima atau dibayarkan.

Baso menambahkan,
urgensi implementasi
akuntansi berbasis
akrual diantaranya untuk
meningkatkan keandalan
penyajian nilai hak dan
Kewajiban pemerintah serta
perhitungan biaya lebih
akurat untuk mencapai
suatu output tertentu. ass




